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ABSTRACT

The results of the research indicate that (1) tmplementation of
PUG policy seen from the RPIJMD prioritizes the ioy@ment of women's
capacity and role in development, especially theéigpation of women in the
government, private sector, labor force and improeat of gender
development index. While the PUG policy contaimeBRPPKB strategic plan
shows that the enactment of strategies such agasarg participation of
women in private institutions and government.

There is a description of the activities that rystimally such as the
Exhibition of Women's Works in the Field of Devetept in addition there
are also activities that have not run optimally lsues Building a Women
Awakening Activity in Politics, this activity neesbe maximized again by
BPPKB. (2) the factors influencing the implememtatof policies such as
environmental conditions indicate that the commurststill less concerned
with women's participation in public decisions gmblic policy.

Then in the inter-organizational relationship faGtthe action plan of
Gender Mainstreaming (PUG) in each Unit of Regionvdbrk Unit is
implemented in harmony so that requires cooperabemveen the SKPD and
cross-sectoral involvement. Furthermore, the Resadactor shows that the
guantity of women in BPPKB has more number than ineddition, support
in the form of equipment and equipment is sufficeerd the characteristic
factor of the implementing agency capability shawe commitment of
BPPKB employees in socializing gender responsiveldpment.

Keywords: Implementation, policy, PUG.
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I. PENDAHULUAN

Perspektif gender marak diterapkan dalam progranbpagunan
pemerintah saat ini seiring terbukanya ruang deasbkrang bermuara pada
keadilan sosial. Perspektif gender pada awalngaiegikan menjadi strategi
pembangunan bidang pemberdayaan perempuan meiatuildsi Presiden
(Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutan@zemder dalam
Pembangunan Nasional. Melalui aturan tersebutalketahwa tujuan PUG
yaitu terselenggaranya perencanaan, penyusunakspahan, pemantauan,
dan evaluasi atas kebijakan dan program pembanguaaional yang
berperspektif gender. Strategi ini ditempuh gunavajedkan kesetaraan dan
keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat maagrmegara.

Perspektif gender mengarah pada suatu pandangarp@tahaman
tentang peran perempuan dibedakan secara kodaatiperan gender yang
ditetapkan secara sosial budaya. Perbedaan gdwateneenjadi masalah jika
perbedaan itu mengakibatkan ketimpangan perlaka@mdmasyarakat serta
ketidakadilan dalam hak dan kesempatan baik bagldki maupun
perempuan. Perubahan sosial yang selama ini kdeesififrosentris, dapat
dilihat sebagai ketimpangan struktural dalam pédtHpgender (Susanti,
2000). Istilah gender mengacu pada makna sosiddya dan biologis. Peran
gender bisa berubah karena dipengaruhi oleh ide@kgnomi, adat, agama,
dan sosial budaya, etnik, waktu, tempat, dan keamajptek (Putraningsih,
2006). konsep mengenai peran gender yang tenstrukit Indonesia
dihubungkan dengan istilah “pengarusutamaan gersimtliri merupakan
adaptasi dari bahasa Inggris gender mainstraindag, dalam realitasnya
terdapat kesalahpahaman serta konflik saat mekgrlanasalah bias gender
atau stereotip peran gender. Ketidaksetaraan gedaterperan tradisional
masing-masing gender telah benar-benar mengakaamdgbemikiran
masyarakat Indonesia, dan budaya serta agama rkarupambatan terbesar
(Hermina, 2015).

Penyelenggaan pangarusutamaan gender ini mencakaig b
pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemekebhatuhan strategis
strategis  gender. Dimana  Kebutuhan  praktis geneéeupakan
kebutuhan-kebutuhan jangka pendek yang berkaitamgashe perbaikan
kondisi perempuan maupun laki-laki dalam rangkajalankan peran-peran
peran-peran sosialnya masing-masing, seperti penbaiaraf kehidupan,
perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapdmggn dan pelayanan
lainnya. Sementara Kebutuhan strategis gender mangada kebutuhan
perempuan maupun laki-laki yang berkaitan denganbadéan pola relasi
gender dan perbaikan posisi perempuan maupundkkideperti perubahan
di dalam pola pembagian perandan tanggungjawabmdakmerintahan.
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Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangkgapg, seperti perubahan
perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dainueski di berbagai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan didsido

Program pembangunan secara normatif seringkali kidicksikan
sebagai upaya melakukan perubahan untuk mencagkati kesejahteraan
tertentu bagi masyarakat umum. Pembangunan, dipahatral, dalam
pengertian tidak memihak atau memberikan peluangg ysama pada
kelompok tertentu untuk memperoleh manfaat. Paratamg tidak terlalu
tepat karena sebenarnya pembangunan memberikaraklayapg berbeda,
sesuai dengan tingkat seseorang atau kelompok ye@ngakses hasil-hasil
pembangunan. Dalam pengertian ini, pembangunaifdidrdak netral atau
merepresentasikan suatu kepentingan dominan, baidemiogi tertentu.
(Muttaqgin, 2010)

Oleh karena itu dapat dikatakan pembangunan dagasp@ktif gender
juga tidak bersifat netral. Program pembangunang yeedemikian rupa
didesain untuk mengakomodasi kepentingan publiknysga dalam
praktiknya memberikan dampak yang berbeda antafa-lald dan
perempuan. Bahkan, pada titik tertentu, pembangyaag sudah dianggap
ideal mengakomodasi kepentingan umum dan memenakih&k dasar
ekonomi, sosial, dan budaya justru semakin memieiampok perempuan
terpuruk (Mosse, 2007).

Kesenjangan yang terjadi ini disebabkan kurangngaghaman
masyarakat mengenai pentingnya suatu kondisi yangsseimbang antara
perempuan dan lakilaki dalam memperoleh peluarnggrkpatan, partisipasi,
manfaat dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmasit pembangunan,
baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Melglemahaman bahwa
tanggung jawab, peran, fungsi, kesempatan, peldalagn kehidupan sosial
merupakan tanggung jawab bersama baik laik-lakipmaiperempuan serta
mempunyai andil yang seimbang terhadap pembangiinaerbagai bidang
sektor diharapkan mampu meminalisasikan permasalghiag dihadapi di
berbagai sektor kehidupan (Marince, 2013).

Seiring berjalannya waktu perspektif PUG mengalkemajuan dari
segi regulasi hal ini ditandai dengan terbitnyaaRean Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tegnt@erubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun Z088tang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Ddgab#m peraturan
tersebut dikemukakan bahwa Gender adalah konseg y@mgacu pada
pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab lakdkk perempuan yang
terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keads@sial dan budaya
masyarakat. Pengarusutamaan Gender di daerah adaiaiegi yang
dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi dm perempuan.
Kemudian Kesetaraan Gender diartikan sebagai kesarkandisi bagi
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laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempdtm hak-haknya
sebagai manusia, agar mampu berperan dan benpastisialam kegiatan
politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan danmieen, dan kesamaan
dalam menikmati hasil pembangunan.

Implementasi kebijakan PUG menarik untuk ditelgiréna sejumlah
hambatan dari penerapan kebijakan PUG di berbangaansi di Daerah.
Penelitian terdahulu tentang implementasi PUG dajadetifikasi dari
penelitian Susiana (2015) yang melihat Keberhasiiamplementasi
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gendagldittdaerah pada era
otonomi ini sangat ditentukan oleh kebijakan pengoaan di daerah, baik di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk meaktanjuti hal tersebut
maka penelitian ini perlu melihat aspek perkembargijakan PUG yang
diimplementasikan di Daerah namun secara khususa p&&dan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencanadabugangatta.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bere(BRaR&B)
Kabupaten Kutai Timur mempunyai peran dan posisitipg baik dalam
upaya mensukseskan visi dan misi pemerintah d&abbpaten Kutai Timur
maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi BPPKBel@ainya, melalui
Biro KAPP bagian Pemberdayaan Perempuan telahsditelkan berbagai
program pemberdayaan perempuan, namun belum marepjawab isu
pokok pemberdayaan perempuan, PUG, serta perliadupgrempuan dan
anak karena tugas pokok dan fungsinya sangat ésrbat

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka samu
masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan PengarusutamaaddséPUG)
pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluargac&esaedi
Kabupaten Kutai Timur?

2. Bagaimana faktor-faktor Implementasi Kebijakan Rengutamaan
Gender (PUG) pada Badan Pemberdayaan Perempuafetisarga
Berencana di Kabupaten Kutai Timur ?

II1. METODE PENELITIAN

Sugiyono (2011:333) mengemukakan bahwa analisia gabses
mencari dan menyusun secara sistematis data ypegtih dari wawancara,
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengana
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabd& dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memdiha yang penting dan
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dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulaingga mudah dipahami
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggamaiknodel Miles
dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitasndalaalisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlamgsecara terus menerus dan
sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. taktilalam analisis data,
yaitu data reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification(Sugiyono, 2011:334)

1. Data Reductior{fReduksi Data).

Reduksi data yaitu proses pemilihan, permusatahagan pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasikdaar yang muncul
dari catatan dilapangan. Dalam reduksi data pénelienajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidaklu pelan
mengorganisasikan data dengan cara sedemikianseipagga kesimpulan
akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi oleh petel
2. Data Display(Penyajian Data).

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan infeirrfesusun
yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kegamp dan
pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakud&am bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar katedtoivchart dan sejenisnya. Dengan
mendisplaykan data, maka akan mempermudah untukahem apa yang
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasagaryang telah dipahami
tersebut. Dalam penyajian data peneliti mengumpulkdormasi yang
tersusun yang memberikan dasar pijakan kepadaifppamguk melakukan
suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Renyaj kemudian
untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalaatusbentuk yang
terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedangditegemudian
menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. Conclusion Drawing/VerificatiofiMenarik Kesimpulan/Verifikasi).

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan daffigtoasi yang
utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti lssea penelitian
berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat peinaik kembali yang
melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu t@pauwlang pada catatan
lapangan atau melihat salinan suatu temuan yamgmhs dalam perangkat
data yang lain.

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pendlitian

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan sesstematis
mengikuti aturan-aturan metodologi misalnya obssrveawancara yang
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dikontrol berdasarkan kerangka teori dan konse yata dalam tulisan ini

serta diperkuat dengan gejala yang ditemukan. Rianghi bertujuan untuk

mengetahui Implementasi Kebijakan Pengarusutamaamdé€s (PUG) dan

mengetahui faktor-faktor Implementasi Kebijakan dgggnsutamaan Gender
(PUG) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KalBargncana di

Kabupaten Kutai Timur. Untuk penjelasan lebih jelapat diuraikan sebagai
sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di
Kabupaten Kutai Timur.

Implementasi kebijakan diartikan sebagai tindakadakan dalam
keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan mencakup
usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan adnen]
tindakan-tindakan operasional dalam kurun wakttetén maupun dalam
rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai geantbesar dan kecil
yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakary dilakukan oleh
organisasi publik yang diarahkan untuk mencapaiatujtujuan yang telah
ditetapkan (Winarno, 2008). Merujuk pada penjelagarsebut maka
penelitian ini akan melihat sejumlah tindakan dtaputusan yang mengacu
pada sejumlah indikator yang dapat digunakan ntelingplementasi
kebijakan PUG pada BPPKB kabupaten kutai timur tdimmya sebagai
berikut.

1.1. Kebijakan PUG yang tertuang dalam RPIJIMD

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengahh Daera
Kabupaten Kutai Timur (RPJMD) 2016-2021 menjadi aacwdalam
pelaksanaan pembangunan di daerah, dan menjaditgmidkarena
menyangkut Pembangunan Sumberdaya Manusia. Begligudengan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bereyaagaselalu
mengacu pada RPIJMD dalam pelaksanaan seluruh kagekannya.

BPPKB Kabupaten Kutai Timur mempunyai peran danigpos
penting baik dalam upaya mensukseskan visi danpaiserintah daerah
Kabupaten Kutai Timur maupun pencapaian tugas palak fungsi
BPPKB. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Meneng&kKBHab.
Kutai Timur terkait PUG dapat disajikan melaluig¢lberikut.
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Tabel 1.

DEDIKASI VOLUME 20 NO 1 MEI 2019

Tujuan dan Sasaran RPJMD terkait PUG di KabupateaiKimur

Indikator

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Persentasi
partisipasi
perempuan di
lembaga
pemerintah

14,%

14,05%

14,10%

14,159

0

14,2006

14,29

»%

Partisipasi
perempuan di
lembaga
swasta

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Partisipasi
angkatan kerja
perempuan

35%

35,05%

35,10%

35,15%

35,20%

35,25%

Indeks
Pembangunan

Gender

75%

75,5%

75,10%

75,159

(o]

)

75,20

75,25

Sumber BPPKB Kabupaten Kutai Timur, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwdapet
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indikator yang melingkupi PUG di Kabupaten Kutamtr yang
dintaranya yaitu partisipasi perempuan di lembagmgrintah yang
ditargetkan mencapai 14,25 % pada tahun 2021 sisi perempuan di
lembaga swasta yang rata-rata tiap tahun yakni @@¥tisipasi angkatan
kerja perempuan yang ditargetkan pada tahun 202icapai 35,25%
dan indeks pembagunan gender mencapai 75,25%.

Sebelumnya pembangunan responsif gender telahsdilakan
dalam berbagai program pemberdayaan perempuan, nndalum
mampu menjawab issu pokok pemberdayaan perempuasudinya
Pengarusutamaan Gender (PUG) karena tugas pokokudasinya
sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan hasil weavan yang
dikemukakan oleh Kepala Bagian Perencanaan ProgBadan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana &abulkutai
Timur yang mengatakan bahwa :

“Belum optimalnya peran serta perempuan dalam peguran hal
ini karena keterbatasan tugas dan fungsi yangukkak BPPKB dan
Minimnya pemahaman masyarakat tentang pengarusatagender
menjadi prioritas untuk mengoptimal PUG di Kabupat€utai
Timur”

(wawancara tanggal 21 Maret 2018)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahlonwa
optimalisasi peran perempuan dalam pembangunaatasripada tugas
dan fungsi BPPKB serta minimnya pemahaman masyataka&ang
pengarusutamaan gender masih minim sehingga sasidUG ini perlu
dioptimalkan oleh pemerintah khusus BPPKB kabupHKtgai Timur.

Kemudian hasil wawancara dengan SBaflang Pemberdayaan
dan Kualitas Hidup PerempuaBadan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur yang mengekan
bahwa :

“pembangunan yang diarahkan pada peningkatan &salit
sumberdaya perempuan yang memiliki peran sangéingedalam
pembangunan kehidupan manusia baik di dalam keardkeluarga
maupun bagi lingkungan sekitarnya hal ini dipertukguna
Tercapainya Peningkatan Kapasitas dan Peran Peaanmbalam
Pembangunan”

(wawancara tanggal 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipegdatbaran
bahwa hal penting yang ingin dicapai pemerintahufalben Kutai Timur
terkait PUG yaitu peningkatan kapasitas dan peemenppuan dalam
pembangunan. Oleh karena itu dapat ditarik sebeahmipulan bahwa
kebijakan PUG yang dilihat dari RPIJMD memprioritask pada
peningkatan kapasitas dan peran perempuan dalambageman
khususnya partisipasi perempuan pada sektor pe@aerirswasta,
angkatan kerja serta peningkatan indeks pembanggeader yang
diharapkan mengalami peningkatan tiap tahunnya.

1.2. Kebijakan PUG yang tertuang dalam Rencana Strategis

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah fogekn yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemeroiédm lingkungan
tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-handtaru seraya
mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atewujudkan
sasaran yang diinginkan. Friedrich dalam Wahab §Z2)0 Adapun
Kebijakan yang tertuang dalam dalam rencana steat&pdan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana &abuldutai
terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat dicenmaélui tabel
yang disajikan berikut.
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Tabel. 2. Identifikasi Permasalahan PUG Badan Pedalgaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai

Faktor yang

Capaian/ Mempengar uhi Permasalahan N
K ondisi Saat Pelayanan Aspek Kajian
Ini Internal Eksternal SKPD
(Kewenang (Diluar
an SKPD) | Kewenangan
SKPD)

Belum Kurangnya penyuluhan dan| Minimnya Kurangnya

optimalnya seminar mengenai pemahaman penyuluhan dan

pengarusutama pengarusutamaan gender dj masyarakat tentang seminar

n gender dan | setiap lapisan masyarakat | pengarusutamaan | mengenai

anak gender pengarusutamas
n gender di
setiap lapisan
masyarakat

Belum Belum Optimalnya peran Minimnya Masih sulithnya

optimalnya pemerintah terhadap kesadaran melakukan

peran serta peningkatan pemahaman | perempuan untuk | koordinasi

perempuan perempuan dalam bidang | turut berperan aktif| dengan

dalam pembangunan dalam stakeholder dan

pembangunan pembangunan Instansi terkait

tentang
peningkatan IPG
(Indeks
Pembangunan
Gender)

Strategi

Rencana Strategi yang
dilakukan terkait PUG di
Kabupaten Kutai Timur

. Mewujudkan Komitmen Pemerintah Untuk
Peningkatan Kualitas SDM
Meningkatkan Peran Serta perempuan Di Lembag
Swasta dan Pemerintah
Meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di
bidang politik baik di partai maupun di legislatif
Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam
pembangunan di berbagai bidang
. Peningkatan dukungan Masyarakat, Organisasi,
Lembaga dalam Pemahaman Pengarustamaan G¢

D

xnder

Sumber BPPKB Kabupaten Kutai Timur, 2018.
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Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa d#uoyan
penyuluhan dan seminar mengenai pengarusutamaatergdn setiap
lapisan masyarakat mengakibatkan belum optimalmyagarusutaman
gender disamping itu belum optimalnya peran seet@mpuan dalam
pembangunan disebabkan masih sulitnya melakukardik@si dengan
stakeholder dan Instansi terkait tentang peningka®G (Indeks
Pembangunan Gender) untuk mengoptimalkan Pengarmaah gender
(PUG) ini maka dilakukan strategi seperti mewujudkieomitmen
pemerintah untuk peningkatan kualitas SDM, menitigia peran serta
perempuan di Lembaga Swasta dan Pemerintah, metikagkjumlah
keterwakilan perempuan di bidang politik baik dirtpa maupun di
legislatif , meningkatkan partisipasi perempuaragapembangunan di
berbagai bidang, dan peningkatan dukungan Masyarékganisasi,
Lembaga dalam Pemahaman Pengarustamaan Gender.

1.3. Kebijakan PUG yang tertuang dalam dalam program kerja BPPKB

Pada penelitian ini terdapat dua program kerja yarenyetuh
kebijakan Pengarusutamaan Gender yaitu Programndtatan Peran
Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Eesgram
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender @dn Bntuk
uraian kegiatan dari Program Peningkatan Perara Samn Kesetaraan
Gender Dalam Pembangunan dapat dilihat pada tab&lh

Tabel. 3
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraared2alkhm
Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur

Uraian Kegiatan

Anggaran

Relisasi Anggaran

Rasio antara
Anggaran dan
Realisasi (%)

Bimbingan
Manajemen
Usaha bagi
Perempuan
dalam
Mengelola
Usaha

75.000.000

73.641.625,00

98,19

Pameran Hasil
Karya
Perempuan di
Bidang
Pembangunan

150.000.000 15.000.00

0

149.066.000}00 15.000.00

0,009,38 100,00
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Pembinaan 1.245.000.00¢ 1.188.836.900,p0 95,4
Organisasi
Perempuan

Membangun 235.000.000 195.715.250,00 83,2
Kebangkitan

Perempuan di
Bidang Politik

Peningkatan 50.000.000 45.152.000,00 90,3
Partisipasi

Perempuan di
Lembaga Swasta

Peningkatan 50.000.000 49.994.000,00 99,9
Partisipasi
Perempuan di
Lembaga
Pemerintah

Sosialisasi 50.000.000 49.438.000,00 98,8
Pengarustamaarn
Gender (PUG)
di Kebupaten

Sumber : BPPKB Kutai Timur 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sejumialgrgm dapat
diperoleh gambaran bahwa kegiatan dari programrmogeningkatan peran
serta dan kesetaraan gender dalam pembangunaibiyaiitngan manajemen
usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha, pantesih karya
perempuan di bidang pembangunan, pembinaan osganEerempuan,
membangun kebangkitan perempuan di bidang polifleningkatan
partisipasi perempuan di lembaga swasta, peninglagteisipasi perempuan
di lembaga pemerintah, dan sosialisasi pengarustargander (PUG) di
Kabupaten.

Kegiatan yang teralisasi 100% yaitu Pameran Haail/& Perempuan
di Bidang Pembangunan sementara kegiatan yanggpedindah realisasi
adalah kegiatan Membangun Kebangkitan Perempuidaing Politik dapat
dikatakan belum terealisasi secara optimal dengaseptasi 83,28%.

Selanjutnya untuk Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak dapat dilihattpbdbhberikut.
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Uraian Kegiatan

Anggaran

Relisasi Anggaran

Rasiaanta
Anggaran dan
Realisasi (%)

Pengembangan Materi dan
Pelaksanaan KIE tentang
Kesetaraan dan Keadilan
Gender (KKG)

100.000.000)

97.242.580,0

97,24

Peringatan Hari Anak

100.000.00(0r5.000.00(

95.868.500,0

D 73.544.830,0

D 95,87

98,06

Kegiatan Peringatan Hari Iby

150.000.00

40.000.00(

149.141.360,0

D 40.000.000,0

D 99,43

100,0

Upaya Pengurangan Angka
Korban Kekerasan dalam
Rumah Tangga

45.000.00(

44.896.000,0

D

99,77

Pemberdayaan Forum Anak

100.000.

0G.000.00(

94.757.375,0

D 73.826.320,0

D 94,76

98,44

Peningkatan Sumber Daya
Manusia dan Pelayanan
Sekretariat P2TP2A

74.500.00(

75.000.00(

70.261.006,0

D 70.487.000,0

D 94,31

93,98

Seleksi Tunas Muda
Pemimpin Indonesia

20.000.00(

19.549.600,0

D

97,75

Pembinaan Kecamatan
Sangatta Utara dan Sangatt
Selatan Menuju Kecamatan
Layak Anak

87.360.00(

85.397.600,0

D

97,75

Pengadaan Sapras P2TP2A

40.000.00(

37.611.500,0

94,03

Penanganan Kasus Korban
Kekerasan

55.000.00(

47.746.923,0

D

86,81

Pelatihan Tenaga Pendampi
KDRT

ng.O0.000.00T

93.940.000,0

93,94

FDG Percepatan Capaian
Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Layanan
Terpadu bagi Perempuan dg
Anak Korban Kekerasan

100.000.000

>

95.651.920,0

95,65

Pembinaan dan Evaluasi
Kab/Kota Pengembangan
KLA dan Operasional

Gugusan Tugas KLA Provinsi

100.000.00

bl

98.870.600,0

98,87

Sosialiasasi P2TP2A dan
KLA, melalui Baliho, Media
Masa dan Lain-lain

100.000.00

92.066.000,0

92,07

Advokasi/Fasilitas dan
Pembinaan/Evaluasi Gugus
Tugas Trafficking Kab/Kota
dan Operasional Gugus Tug
Provinsi

100.000.00

as

88.649.925,0

88,65

Pembentukan Taman Bermg
Anak dan SD Ramah Anak

in276.000.00(r

237.563.53

86,07

Rapat Kerja Teknis KLA dan
Penyusunan RAD Kabupate

n

Layak Anak

250.000.00T

209.102.450,0

83,64

Sumber : BPPKB Kabupaten Kutai Timur, 2018.
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Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat algiepenjelasan
bahwa terdapat kegiatan yang bersentuhan dengaarulatamaan gender
diantaranya Pengembangan Materi dan PelaksanaateKiéhg Kesetaraan
dan Keadilan Gender (KKG) yang teralisasi sebesal/d %, Upaya
Pengurangan Angka Korban Kekerasan dalam Rumah g&amigngan
persentasi 99,77. Selanjutnya Peningkatan Sumbsema Ddanusia dan
Pelayanan Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Reayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) dengan persentasi 93,98 %.

Dari penjelasan mengenai kedua program terkait Bid@y telah
dipaparkan menunjukkan bahwa program yang menjasljiakan di
Kabupaten Kutai Timur khusus BPPKB diselenggarakamgan cukup baik
meskipun sejumlah kegiatan belum optimal namun raeqaersentasi
menunjukkan angka yang relatif tinggi diantaraniZ@ngembangan Materi
dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan KeaGitrder (KKG),
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan t&ekte Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan RRaRZA), Upaya
Pengurangan Angka Korban Kekerasan dalam RumahgaarRelayanan
Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaampan dan Anak
(P2TP2A).

Sementara kegiatan yang perlu dimaksimalkan yaiembangun
Kebangkitan Perempuan di Bidang Politik yang masghatif rendah
sementara kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuidaiig Pembangunan
sudah teralisasi secara optimal.

Secara keseluruhan implementasi kebijakan PUG yhlittat dari
RPJMD memprioritaskan pada peningkatan kapasitagpdean perempuan
dalam pembagunan khususnya partisipasi perempukanse&tor pemerintah,
swasta, angkatan kerja serta peningkatan indekbgegunan gender yang
diharapkan mengalami peningkatan tiap tahunnyae8tara kebijakan PUG
yang tertuang dalam rencana strategis BPPKB mekkamju bahwa
diberlakukannya strategi seperti mewujudkan komitrpemerintah untuk
peningkatan kualitas SDM, meningkatkan peran ggteampuan di Lembaga
Swasta dan Pemerintah, meningkatkan jumlah ketélamakerempuan di
bidang politik baik di partai maupun di legislatimeningkatkan partisipasi
perempuan dalam pembangunan di berbagai bidang, pgamgkatan
dukungan Masyarakat, Organisasi, Lembaga dalam Reman
Pengarustamaan Gender.

Kemudian kebijakan PUG yang tertuang dalam progB@PPKB
menunjukkan dilakukannya beberapa program vyaitgrara peningkatan
peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangiaman program
penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender alanTandapat uraian
kegiatan yang berjalan optimal seperti Pameranl Hasiya Perempuan Di
Bidang Pembangunan selain itu terdapat pula kegigag belum berjalan
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optimal seperti kegiatan Membangun Kebangkitan rRpuan di Bidang
Politik, kegiatan ini perlu dimaksimalkan kembalelo BPPKB Kabupaten
Kutai Timur.

B. Faktor-Faktor Implementas Kebijakan Pengarusutamaan Gender
(PUG) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Di Kabupaten Kutai Timur.

Untuk mengetahui sejumlah faktor-faktor Implementésbijakan
Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Badan Pemberd@s@anpuan dan
Keluarga Berencana Di Kabupaten Kutai Timur maksepgan ini mengacu
pada sejumlah indikator yaitu Kondisi lingkungan,ubdngan antar
organisasi, Sumberdaya organisasi, dan Karakteristmampuan agen
pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikamagaidoerikut.

1. Kondis lingkungan

Kondisi lingkungan, yang dimaksud lingkungan ini noakup
lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penarprogram pada Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atabugutai timur.
Untuk menelusuri indikator kondisi lingkungan inaka dilakukan sejumlah
wawancara dengan informan masyarakat 1S, yandaerilalam kegiatan
Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangugang
mengemukakan bahwa :

“kami rasa perlu pengarusutamaan gender untuk mekan
kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, dal@mgakses dan
memperoleh manfaat pembangunan disamping itu [pesis
perempuan juga perlu diperhatikan saat ini pagmiperempuan di
Kabupaten masih kurang” (Hasil wawancara tanggaMaret 2018)

Selanjutnya informan masyarakat lainnya yaitu GAngemukakan
pandangannya yang mengatakan bahwa :

“perempuan perlu mendapat perhatian dan dorongéaiungelatihan

yang memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalamigangunan hal
ini perlu karena perempuan saat ini kurang ambdidra dalam

keputusan-keputusan dan kebijakan publik laki-lalasih terlalu

dominan” (Hasil wawancara tanggal, 15 Maret 2018)

Informan masyarakat lainnya yaitu AAF, mengemukakan
pandangannya yang mengatakan bahwa :

“perempuan berpartisipasi dalam pembangunan sudgdr erjadi
saat ini namum belum kita lihat suara perempuanomeh dalam
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setiap penyelenggaran pemerintahan” (Hasil wawantarggal, 12
Maret 2018)

Selanjutnya informan masyarakat lainnya yaitu H&ngemukakan
pandangannya yang mengatakan bahwa :

“perlunya motivasi buat perempuan agar terlibatashalberbagai
kegiatan pemerintah tentu menjadi tanggungjawabepetah untuk
membangkikakn kesadaran masyarakat akan partisigatam
pembangunan” (Hasil wawancara tanggal, 15 Mare8p01

Berdasarkan serangkaian wawancara di atas dapatroldip
pemahaman bahwa kondisi lingkungan masyarakat madainang
memperhatikan partisipasi perempuan dalam kepujushlik dan kebijakan
publik. Perlu stimulus melalui serangkaian kegiafang dapat memotivasi
perempuan agar dapat berpartisipasi dalam pembanguuma menciptakan
lingkungan yang responsif gender.

2. Hubungan Antar Organisasi

Implementasi sebuah program perlu dukungan dardkwasi dengan
instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi deerjasama antar instansi
bagi keberhasilan suatu program. Sebagaimana yatgh tdibahas
sebelumnya bahwa terdapat beberapa program BPPKB lyarsentuhan
dengan PUG salah satunya yaitu Program Peningkaéaan Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Untuk menghugwngan antar
organisasi dalam konteks PUG ini maka dilakukan ava@ra dengan
informan Pegawai Sub Bidang Kualitas Hidup Perempu®adan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencanadtabugutai Timur
yang mengemukakan bahwa :

‘rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender (PUG)
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sehgajgh satu hal
yang penting dalam keberhasilan PUG di daerah yaldanya
Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gendgr sgkamas
dengan kebijakan serta program pemerintah daeramiten perlu

koordinasi agar menjadi selaras dalam hal kebijakédasil

wawancara tanggal, 18 Maret 2018)

Selain itu ditambahkan pula oleh informan Pegawab 8idang
Pemberdayaan Politik Ekonomi Sosial Budaya BPPKBupaten Kutai
Timur mengemukakan bahwa :

“‘dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PU@K tdpat
bekerja dan bergerak sendiri namun pemerintah permitra dengan
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dengan lintas sektor baik pemerintah lintas SKRs$a, perguruan
tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan juga dusiahai’ (Hasil
wawancara tanggal, 18 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipabamana hubungan
antar organisasi yang dimaksud yaitu rencana aksg&usutamaan Gender
(PUG) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daganag dilaksanakan
selaras sehingga memerlukan kerjasama yang sealeath dencapaian tujuan
PUG yaitu pembangunan yang responsif gender dismgmifi keterlibatan
lintas sektor seperti perguruan tinggi, dunia usaweasta, dan organisasi
kemasyaratan turut andil dalam keberhasilan kedijdkJG.

3. Sumberdaya organisasi

Pada faktor sumberdaya organisasi dimaksudkan umplementasi
yang didukung sumberdaya baik sumberdaya manbsiaan resources
maupun sumberdaya non-manusi@rn human resourcgspada Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencanadtabufutai timur.

Untuk menunjukkan sumber daya manusianian resourcgspada
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berellahopaten Kutai
timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 5
Jumlah Sumber Daya Manusia BPPKB Kutai Timur beadas Jabatan,
Pendidikan, Eselon dan Gender

Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan
No Jabatan S2 | S1| D3| SMA | SLTP | SD | Jumlah
1 | Kepala Badan 1 1
2 | Sekretaris 1 1
3 | Kepala Bidang 2 2 4
4 | Kasubbid/Kasubbag 4 1 - 11
5 | Non Struktural 21 6 11 38
6 | Non PNS 10| 24 20 54
Berdasarkan Eselon dan Gender
No | Gender I " v Jumlah
1 Perempuan 1 3 9 13
2 Laki-laki 2 2 4

Sumber : BPPKB Kutai Timur, 2018

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa fuiB@M yang
menduduki jabatan minimal berpendidikan S1 semanta&gawai non
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struktural terdapat 11 yang berpendidikan SMA damgyberstatus non PNS
sebanyak 20 berpendidikan SMA dari 54 pegawai Mé8.FSementara dari
sisi gender menunjukkan bahwa kuantitas perempaag wda di BPPKB
memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan fi yaitu 13 orang dan
dan laki-laki hanya berjumlah 4 orang jika dilildari eselon yang dimiliki.

Selanjutnya sumberdaya non-manusian( human resourcederupa
Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakamkumendukung
operasional pelaksanaan tugas-tugas BPPKB. Ddjpattgiada tabel sebagai
berikut:

Tabel. 6
Perlengkapan dan Peralatan Kerja BPPKB Kabupatéai Kimur
No Uraian Jumlah | Keterangan
1 | Komputer PC 22
2 | Komputer Notebook / Laptop 8
3 | Printer 14
4 | Meja Kerja 26
5 | Meja Komputer
6 | Sepeda Motor 6
7 | Tustel 1
9 | Lemari Arsip 4
10 | Dispenser 3
11 | Kursi Kerja 6
12 | Kursi rapat 20
13 | Mobil Dinas 3
14 | Facsimile
15 | Televisi 7
16 | Air Conditioning 32
17 | Handy Cam 1

Sumber : BPPKB Kutai Timur, 2018.
Dari data diatas dapat diketahui bahwa sumberdagaph peralatan

dan perlengkapan pada kantor BPPKB Kabupaten kintar sudah cukup
memadai hal ini dapat dilihat dari 17 item peraladan perlengakapan yang
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tersedia pada kantor BPPKB Kabupaten kutai timungydapat digunakan
untuk mendukung kinerja pegawai dalam melaksanalgas dan fungsinya.

Pada indikator Sumberdaya ini dapat diketahui bapesmnbagian
SDM yang ada sudah menunjukkan adanya upaya peuganmaan gender
hal ini dilihat dari kuantitas perempuan yang adBRIPKB memiliki jumlah
yang lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu T&my dan laki-laki hanya
berjumlah 4 orang jika dilihat dari eselon yang illkin Selain itu dukungan
berupa perlengkapan dan peralatan sudah cukup raerdadgan banyak
item perlengakapan dan peralatan yang disiapkankunendukung kinerja
pegawai BPPKB Kabupaten Kutai timur.

4. Karakteristik Kemampuan Agen Pelaksana

Pada indikator ini karakteristik kemampuan ageraksgna yang
dimaksud adalah mencakup hubungan kerja dalam gaeiakn kebijakan
PUG pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kelgacana
Kabupaten Kutai timur. Untuk menelusuri hubunganspegawai BPPKB
dalam pelaksanaan kebijakan PUG ini maka dilakukawancara dengan
kepala Sub Bagian Perencanaan Program BPPKB yamgemekakan
bahwa :

“hal yang kami lihat adalah kemampuan dan keterEmpienaga
Penyuluh di Kecamatan dan daerah terpencil yanig pémgkatkan
agar kebijakan ini tepat sasaran” (Hasil wawantamggal, 15 Maret
2018)

Kemudian hasil wawancara dengan informan Sub Bidergberdayaan
Politik Ekonomi Sosial Budaya BPPKB Kutai Timur ngegmukakan bahwa :

“Sosialisasi Pengarustamaan Gender (PUG) di Kabopatapat
terlaksana dengan komitmen pegawai dalam rangkandtetan
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, lpadiéin dunia
usaha” (Hasil wawancara tanggal, 18 Maret 2018)

Selanjutnya ditambahkan oleh informan lain yaitup#&la Bidang
Pemberdayaan Dan Kualitas Hidup Perempuan, Badanbdtdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten KuteurTiyang
mengemukakan bahwa :

“pegawai dapat mengedukasi masyarakat dalam rapgk@gkatan

kualitas hidup perempuan dan PUG hal inilah yapgltami pegawai

BPPKB agar pembangunan responsif gender dapakgaria selain

itu kerjasama dengan berbagai pihak merupakan rfggendukung

dari keberhasilan PUG”

(Hasil wawancara tanggal, 16 Maret 2018)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketddakhwa
karakteristik pegawai yang muncul dari hubungafekgsng dilakukan yaitu
adanya komitmen pegawai BPPKB dalam mensosial@sasiembangunan
yang responsif gender kepada masyarakat agar tgrbaualitas hidup yang
baik bagi perempuan di Kabupaten Kutai Timur dis@agpitu adanya
kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan berp#gd menjadi faktor
pendukung dalam mengsukseskan kebijakan PUG inl. ydag perlu
ditingkatkan adalah kemampuan penyuluh yang adzedadh terpencil perlu
dibekali lagi dengan pelatihan agar semakin teramg@iam memberikan
sosisalisasi kepada masyarakat.

Dari keseluruhan indikator yang digambarkan terkaktor-faktor
yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu Ksintingkungan,
Hubungan antar organisasi, Sumberdaya organisamn, khrakteristik
kemampuan agen pelaksana maka dapat ditarik kesimpahwa kondisi
lingkungan masyarakat masih kurang memperhatikamsipasi perempuan
dalam keputusan publik dan kebijakan publik. Pestimulus melalui
serangkaian kegiatan yang dapat memotivasi perempagar dapat
berpartisipasi dalam pembangunan guna menciptakagjkuhgan yang
responsif gender.

Kemudian faktor hubungan antar organisasi menujukiencana
aksi Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-maSeigan Kerja
Perangkat Daerah yang dilaksanakan selaras semmggarlukan kerjasama
yang searah dalam pencapaian tujuan PUG vyaitu pegunban yang responsif
gender disamping itu keterlibatan lintas sektoesgperguruan tinggi, dunia
usaha, swasta, dan organisasi kemasyaratan tuliltdatam keberhasilan
kebijakan PUG.

Pada faktor Sumberdaya menunjukkan bahwa kuarggesmpuan
yang ada di BPPKB memiliki jumlah yang lebih banydibandingkan
laki-laki yaitu 13 orang dan laki-laki hanya berjiaim 4 orang jika dilihat dari
eselon yang dimiliki. Selain itu dukungan berupdgregkapan dan peralatan
sudah cukup memadai dengan banyak item perlengakigveperalatan yang
disiapkan untuk mendukung kinerja pegawai BPPKBUfaben Kutai timur.

Pada faktor karakteristik kemampuan agen pelaksagraunjukkan
adanya komitmen pegawai BPPKB dalam mensosial@sasiembangunan
yang responsif gender kepada masyarakat agar tgrbaualitas hidup yang
baik bagi perempuan di Kabupaten Kutai Timur dis@agpitu adanya
kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan berp#gd menjadi faktor
pendukung dalam mengsukseskan kebijakan PUG inl. ydag perlu
ditingkatkan adalah kemampuan penyuluh yang adzedadh terpencil perlu
dibekali lagi dengan berbagai pelatihan.
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V. PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengamlul

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PB&)a Badan

Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana&tehufutai Timuy

maka penulis menyimpulkan:

1. Implementasi kebijakan PUG yang dilihat dari RPJMBmprioritaskan
pada peningkatan kapasitas dan peran perempuam geabagunan
khususnya partisipasi perempuan pada sektor pe@erinswasta,
angkatan kerja serta peningkatan indeks pembangyeraer. Sementara
kebijakan PUG vyang tertuang dalam rencana strat8fPKB
menunjukkan bahwa diberlakukannya strategi sepetiingkatkan peran
serta partisipasi perempuan di Lembaga Swastaeaeihtah. Kemudian
kebijakan PUG yang tertuang dalam program BPPKB umgekan
dilakukannya beberapa program yaitu program peitagk peran serta
dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan rprqgFaguatan
kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. @aeuwajn kegiatan
yang berjalan optimal seperti Pameran Hasil Kam@efpuan Di Bidang
Pembangunan selain itu terdapat pula kegiatan yaslgm berjalan
optimal seperti kegiatan Membangun Kebangkitan iRpuan di Bidang
Politik, kegiatan ini perlu dimaksimalkan kembdklo BPPKB Kabupaten
Kutai Timur.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi k&hijaseperti kondisi
lingkungan menunjukkan masyarakat masih kurang reedmagtikan
partisipasi perempuan dalam keputusan publik daipaéean publik. Perlu
Perlu stimulus melalui serangkaian kegiatan yangatianemotivasi
perempuan agar dapat berpartisipasi dalam pembanguguna
menciptakan lingkungan yang responsif gender. Keamudfaktor
hubungan antar organisasi menunjukkan rencanaPReksjarusutamaan
Gender (PUG) di masing-masing Satuan Kerja PeranQkarah yang
dilaksanakan selaras sehingga memerlukan kerjasemteaa SKPD dan
keterlibatan lintas sektoral. Selanjutnya faktom®erdaya menunjukkan
bahwa kuantitas perempuan yang ada di BPPKB menuiiklah yang
lebih banyak dibandingkan laki-laki. Selain itu dokan berupa
perlengkapan dan peralatan sudah cukup memadaanidranyak item
perlengakapan dan peralatan yang disiapkan untukdukeng kinerja
pegawai BPPKB Kabupaten Kutai timur dan faktor keeastik
kemampuan agen pelaksana menunjukkan adanya kamipagawai
BPPKB dalam mensosialisasikan pembangunan yangns$pgender
kemudian ditemukan adanya kemampuan koordinasi kiEnmasama

91



ISSN CETAK  1412-6877 DEDIKASI VOLUME 20 NO 1 MEI 2019
ISSN ONLINE  2528-0538

dengan berbagai pihak menjadi faktor pendukungnuatengsukseskan
kebijakan PUG ini.

5.2. Saran
Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan [kesim
penelitian, maka penulis memberikan beberapa gemitun:

1. Hal yang perlu ditingkatkan yaitu kemampuan penywang ada di
daerah terpencil perlu dibekali dengan berbagaiatip@n yang
mendukung kompetensi mereka dalam memotivasi paranmgpuan
agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan mesHKieuada di
daerah yang terpencil.

2. Implementasi Kebijakan PUG dalam bentuk programjakexeriu
melibatkan seluruh komponen masyarakat terutamargsirmuda agar
dapat memperoleh pemahaman sejak dini tentang pdPE& yang
dapat memotivasi mereka meningkat kualitas hidupsibnya pada
perempuan yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
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